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Abstrak 
Mutu menjadi hal yang sangat penting diimplementasikan dalam lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Salah satu upaya merawat mutu pendidikan adalah dengan menerapkan sistem manajemen yang berbasis pada IASP 2020. Pada lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren seperti MI, MTs dan MA implementasi IASP 2020 ini belum maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan dalam melakukan impmementasinya. Hal inilah yang menjadi latar belakang pengabdian ini. Tujuan pengabdian ialah memberikan pemahaman yang mendalam kepada tenaga pendidik dan kependikan MI. MTs dan MA yang berada dibawah naungan YPI Al-Qonaah Cikajang Kabupaten Garut. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan metode workshop dimana peserta dilibatkan dalam pengisian IASP 2020 secara aktif dan melakukan program tindak lanjut. Kegiatan pengabdian diikuti oleh para tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di YPI Al-Qonaah Cikajang Garut, kegiatan berjalan dengan lancar dan meminta untuk dilakukan tindak lanjut atas kegiatan tersebut.

Kata Kunci: Mutu, Pendidikan, Madrasah.
Abstract
Quality is a very important thing to be implemented in educational institutions, including Islamic educational institutions. One of the efforts to maintain the quality of education is to implement a management system based on the IASP 2020. In Islamic education institutions based on Islamic boarding schools such as MI, MTs and MA, the implementation of IASP 2020 has not been maximized, therefore it is necessary to provide assistance in implementing it. This is the background of this dedication. The purpose of service is to provide a deep understanding to MI educators and education staff. MTs and MA which are under the auspices of YPI Al-Qonaah Cikajang, Garut Regency. The method used is by using the workshop method where participants are actively involved in filling out the IASP 2020 and conducting follow-up programs. The service activity was attended by educators and education staff at YPI Al-Qonaah Cikajang Garut, the activity went smoothly and asked for follow-up on these activities.
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PENDAHULUAN 
Sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam, keberadaan madrasah di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan pesantren, karena madrasah ---pada mayoritasnya--- lahir dari “rahim” pesantren. Madrasah lahir sebagai bentuk respon pesantren dalam mengahadapi berbagai tantangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan formal.

Banyaknya pesantren yang mendirikan madrasah formal (MI/MTs/MA/sederajat) tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi, termasuk manajemen mutu madrasah itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, seperti sumberdaya mansuia, anggran pendidikan yang mayoritas bersifat “swadaya” masyarakat. Maka banyak madrasah yang tidak memperhatikan manajemen mutu dalam pengelolaanya. Padahal dalam lembaga pendidikan ---termasuk madrasah--- sebagaimana dikemukakan oleh Chotib (2013) manajemen merupakan suatu hal yang sangat urgent, karena manajemen merupakan “jantung”nya pendidikan. Dengan demikian, manajemen menjadi unsur terpenting dalam kegiatan pengelolaan madrasah. 

Manajemen mutu pendidikan merupakan bagian disiplin ilmu manajemen yang menerapkan proses-proses pendidikan dengan tahapan-tahapan yang baik dan terencana. Manajemen mutu pendidikan merupakan sebuah paradigma baru yang relatif belum banyak diimplementasikan pada satuan pendidikan, karena pada mulanya hanya diterapkan dalam dunia bisnis/jasa. Akan tetapi, pada perkembangan berikutnya manajemen mutu diterapkan pula pada dunia pendidikan yang dikenal dengan Total Quality Management in Education (TQME). TQM menghendaki proses pendidikan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang detail, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan. Sallis (2006) mengatakan bahwa TQM ditandai dengan (1) adanya perbaikan secara terus-menerus (continues improvement), (2) adanya perubahan kultur (culture exchange), (3) menjaga hubungan baik dengan pelanggan (coustomer), dan (4) menjaga profesionalisme. Sementara itu, Deming (2006) menyebutkan bahwa TQM pendidikan mengikuti siklus Plan, Do, Check, Act (PDCA) yang bermakna, Rencanakan, Kerjakan atau Laksanakan, Cek dan Tindaklanjuti. 
Tahap plan (merencanakan) merupakan tahap pertama untuk menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah, sehingga dapat menentukan metode apa yang ingin diterapkan untuk mencapai target tersebut. Pada tahap ini madrasah juga dapat menentukan personalia (team) yang baik, melakukan berbagai pelatihan untuk mendukung pengembangan sumberdaya tersebut. Tahap do (melaksanakan) merupakan tahapan pelaksanaan dari semua perencanaan yang telah disusun dengan baik. Pada tahapan ini madrasah dapat menerapkan metode 5W 2 H (what, why, when, where, who, how & how much).       

Tahap check yakni melakukan peninjauan kembali atas berbagai tahapan yang telah dilaksanakan. Pada tahapan ini madrasah dapat melakukan kontrol atas berbagai tahapan pelaksanan dalam pelaknaan manajemen. Tahap act meruapakan tahapan pengambilan tindakan yang paling tepat dan menindaklanjutinya. Terdapat dua cara tindakan yang dapat dilakukan, yakni 1) tindakan perbaikan berupa solusi masalah apabila target dan sasaran tidak tercapai, 2) tindakan standarisasi, yakni suatu tindakan yang diambil untuk menstandarisasikan cara ataupun praktik terbaik yang telah dilakukan, tindakan ini dilakukan jika hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan.
Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan manajemen mutu pendidikan, ialah menerapakan sistem penjaminan mutu, yang terbagi dalam dua bagian, yakni sistem panjamian mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SMPE). SPMI dilakukan oleh internal madrasah, sementara SMPE dilakukan oleh ekternal madrasah yang dalam hal ini melalui kegiatan akreditasi yang selenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). 
Akreditasi sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi S/M merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan pendidikan, yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dilakukan oleh lembaga independen dan profensional (BAN-SM, 2020:3).
Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan S/M secara berkelanjutan (continuous improvement), berusaha terus-menerus mencapai tujuan mutu. 
Karena itu, proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya penjaminan mutu layanan pendidikan dan memberdayakan S/M menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi diharapkan memberikan manfaat bagi semua kalangan, pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat secara luas.
Untuk mencapai mutu sebagaimana diharapkan dalam IASP 2020, satuan pendidikan perlu memahami instrument dengan baik. Akan tetapi, pada kenyataanya intrumen akreditasi yang ada belum mampu menggambarkan substansi mutu pendidikan (S/M) yang sebenarnya, hal ini karena penilaian dalam instrument tersebut hanya didasarkan pada aspek pemenuhan SNP dan cenderung bersifat administrastif (compliance based), sehingga hasilnya basih belum dapat “memuaskan” semua pihak. Oleh karena itu, sejak tahun 2020 BAN-SM menetapkan instrument baru akreditasi S/M, yang dikenal dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020). Dengan hadirnya IASP 2020 didasari oleh perubahann paradigma akreditasi, yakni dari paradigma berbasis compliance menjadi berbasis performance. 
IASP 2020 dikembangkan dan ditetapkan oleh BAN S/M dengan mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya: 1) memiliki karakteristik diagnostik terhadap satuan pendidikan dalam proses pembelajaran yang berkualitas, 2) lingkup informasi yang digali bersifat rasionabel karena menggunakan teknik yang berpariatif, 3) bersifat meaningfull dan discriminatory untuk membedakan mana S/M yang melakukan meaningfull bagi proses pembelajaran dan mana yang belum, 4) memiliki tingkat kesederhanaan, 5) penyederhanaan metodologi pelaksanaan akreditasi sehingga lebih praktis, dan 6) mekanisme reakreditasi lebih praktis (BAN SM: 2020).
Walau secara teoretis instrument IASP 2020 yang dikeluarkan oleh BAN S/M memiliki tingkat idealitas yang tinggi dalam meningkatkan mutu satuan pendiidkan, akan tetapi kenyataan di lapangan belum banyak satuan pendidikan yang memahami isi dari IASP 2020 tersebut, termasuk di antaranya adalah MI/MTs/MA dan SMK Al-Qana’ah Cikajang Kabupaten Garut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengabdian dalam bentuk pendampingan pelaksanaanya. Dengan demikian, diharapkan MI/MTs/MA Al-Qana’ah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang penguatan manajemen mutu melalui berbasis implementasi IASP 2020 sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

KAJIAN TEORETIS 

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata manage artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola, maka management yang bermakna ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan (Jhon M Echols, 1993:372). Pengertian manajemen menurut bahasa ini sejalan dengan makna administrasi yang juga diartikan pengelolaan (Mulyasa, 2004:19). 
Dalam pengertian terminologis, manajemen diartikan sebgai suatu proses yang berkaitan dengan usaha manusia melalui bantuan manusia lain melalui cara yang efektif dan efesien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Rusman, 2008). Menurut Hamalik (2007:17) manajemen merupakan suatu disiplin ilmu sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya, seperti Flsafat, Psikologi, Sosial Budaya, Sosiologi dan Teknologi, bahkan ilmu manajemen banyak mendapat kontribusi dari disiplin-disiplin ilmu yang lain.
Menurut Sudjana (2004:16-17) manajemen dapat diartikulasikan sebagai kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sapre (2002:101) menyebutkan bahwa manajemen merupakan sesuatu hal yang penting yang digunakan untuk mendayagunakan seluruh skill dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan performen dan efektivitas kinerja organisasi, baik publik maupun nonpublik. 
Sementara itu, Dubrin (1994:53) memandang  bahwa manajemen sebagai suatu disiplin atau bidang studi, orang dan karir. Namun di sisi lain, manajemen dapat juga dianggap sebagai proses, yaitu proses dalam menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Selain itu manajemen juga dianggap sebagai kekuatan yang dapat membuat sesuatu bisa terjadi dan manajemen pulalah yang mendorong berbagai sumber daya secara bersama-sama agar sesuatu itu tercapai dan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien (Fattah, 2004:1). 
Hersey & Blanchard (1988:3) mengatakan, “Management as process of working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals”. Hal itu mempunyai arti manajemen merupakan proses kerja yang dilakukan dengan dan melalui perorangan serta kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pemahaman ini maka manajemen juga dapat dipandang sebagai suatu proses yang berfungsi untuk menyelesaikan atau menyempurnakan tujuan dari suatu organisasi. Secara lebih komprehensif, Stoner (1987:7) menjelaskan, Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort of organizing members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals.” 
Berdasarkan pada pengertian Stonter tersebut, manajemen dapat dipahami sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam proses tersebut, menurut Sapre (2002:102), manajemen berupaya mewujudkan 4 hal penting yang merupakan esensi dari fungsi manajemen itu sendiri, yaitu; tujuan yang merupakan hasil atau output yang diperoleh, sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, efisiensi (berkaitan dengan aspek ekonomi dalam penggunaan sumber daya), serta efektivitas (yang diukur dari hasil-hasil yang telah dicapai).
Secara lebih detail Robbin (2001:2-3) menjelaskan sejumlah fungsi manajemen tersebut, yaitu (1) perencanaan, yang meliputi menentukan tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan, dan mengem-bangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan; (2) pengorganisasian, yang mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, serta dimana keputusan harus diambil. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa pengorganisasian adalah proses mengalo-kasikan dan mengatur pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi; (3) kepemimpinan, yaitu mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting; dan (4) pengendalian, yang berarti bahwa seorang manajer harus yakin tindakan yang telah dilakukan oleh anggota organisasi benar-benar menggerakkan organisasi ke arah sasaran yang telah dirumuskan. Hal ini berarti ada unsur pemantauan, pembandingan, dan kemungkinan mengoreksi terhadap kinerja organisasi sebagai bagian dari fungsi pengendalian. 

Lebih lanjut, manajemen sebagai proses atau serangkaian tindakan merupakan  suatu pendekatan yang dapat dipakai untuk memahami apa yang sesungguhnya dilakukan manajer di organisasi bisnis dan industri serta administratur di organisasi nirlaba, seperti halnya organisasi perguruan tinggi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu administratur perguruan tinggi sering meng-gunakan berbagai sumber daya dan melaksanakan empat fungsi manajerial seperti perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas jelaslah bahwa manajemen sebagai proses, dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat keterlibatan sumber daya organisasi (manusia) serta sumber daya lainnya yang dalam bidang administrasi terkait dengan unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian (planning, organizing, actuating and controlling) untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2. Manajemen Mutu Pendidikan 

Berbicara tentang manajemen mutu pendidikan (Total Quality Management in Education) kita diingatkan pada tiga tokohnya yaitu, W. Edwars Deming, Joseph Juran dan Philip B. Crosby (Sallis, 2006:95), ketiganya mencoba mengkonsentrasikan pemikirannya pada mutu industri produksi. 
Deming adalah seorang Amerika, yang awalnya di “kucilkan” dari Amerika sebelum tahun 1970-an, kemudian direkrut oleh Jepang. Ia melihat bahwa mutu terletak pada masalah manajemen, ialah “kegagalan dalam menysusun perencanaan ke depan.” Biasanya perencanaan tersebut bukan merupakan serangkaian langkah untuk menerapkan mutu, tetapi lebih merupakan desakan serius terhadap manajemen tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan agar organisasi berhasil dengan baik. 
Untuk mengatasi ini, Deming menawarkan teorinya yang terkenal sebagai sebuah falsafah baru, di antaranya (1) ciptakan sebuah usaha peningkatan produk dan jasa, dengan tujuan agar biasa kompetitif; (2) adopsi falsafah baru; (4) hindari ketergantungan pada inspeksi massa untuk mencapai mutu; (5) akhiri praktek mengahargai dengan harga; (6) lembagakan pelatihan kerja; (7) Lembagakan kepemimpinan;  (8) hilangkan rasa takut, agar setiap orang bisa bekerja secara efektif; (9) hapuskan selogan, (10) tingkatkan produktifitas.
Joseph Juran, merupakan tokoh repolusi mutu di Jepang. Ia lebih diperhatikan di Jepang ketimbang di kota Kelahirannya Amerika. Sehingga tidak heran jika pada tahun 1981 ia mendapat anugrah bergengsi dari Jepang. Kaisar Jepang menanugrahkan, “Order of The Sacred Treasure.  Dalam maslah mutu, teorinya yang paling terkenal adalah aturan 85/15. Juran mengatakan bahwa 85 % masalah-masalah mutu dalam sebuah organisasi adalah hasil dari desain proses yang kurang baik. Sehingga penerapan sistem yang benar akan menghasilkan mutu yang benar. Dengan demikian kata Juran, 85 % masalah merupakan tanggung jawab manajemen, karena mereka memiliki 85 % kontrol terhadap sistem organisasi (Sallis, 2006:108), selain itu ia juga mengembangkan teori mutu yang mencakup tiga langkah yaitu, perencanaan kualitas (quality planing), pengendalian kualitas (quality control), dan perbaikan atau peningkatan kualitas (quality improvement).
Edwar Sallis (1993:34) dalam tulisannya mengatakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: (1) standar produk atau jasa, yang ditujukan dengan conformance to specification (adanya kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan), fitness for purpose or use (sesuai dengan penggunaan atau tujuan), zero defect (produk tanpa cacat), dan right first time, every time (selalu baik sejak awal); (2) standar untuk pelanggan yang ditujukan dengan customer stisfaction (kepuasan pelanggan), exceeding customer expectation (memenuhi harapan pelanggan), dan delighting the customer (menyenangkan pelanggan).

Adalah Philiph Crosby merupakan tokoh TQM yang selanutnya. Nama Crosby sering diasosiasikan dengan dua idenya yang menarik tentang mutu. Ide pertama adalah bahwa “mutu itu gratis”, kedua adalah ide bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan dan penundaan waktu –serta semua hal yang tidak bermutu lainnya– bisa dihilangkan jika institusi memiliki keinginan untuk itu. Selanjutnya, ia menawarkan program mutu yang cukup mendasar, yaitu (1) komitmen manajemen (management commitment), ini merupakan poin krusial yang disepakati oleh semua ahli mutu; (2) membangun tim peningkatan mutu (quality improvement team) di atas dasar komitmen; (3) pengukuran mutu (quality measurement) hal ini diperlukan untuk mengukur ketidak sesuaian saat ini atau yang akan muncul, dengan cara evaluasi dan perbaikan (4) mengukur biaya mutu (the cost of quality) biaya mutu terdiri atas biaya kesalahan, biaya kerja ulang, biaya pembongkaran, biaya inspeksi dan pemeriksaan; dan (5) kesadaran mutu (quality awarenes) yakni langkah untuk menumbuhkan kesadaran setiap orang tentang biaya mutu, dan keharusan untuk mengimplementasikan program yang dicanagkan oleh tim peningkatan mutu (quality improvement team) (Sallis, 113-116). 
Total total quality management in education (TQME) atau manajemen mutu pendidikan, ialah sebuah paradigma baru manajemen pendidikan. Karena pada mulanya TQM ini diterapkan pada dunia bisnis (indrustri) jasa, kemudian diterapkan pada dunia pendidikan. Secara filosofis, konsep TQM ini lebih menekankan pada perbaikan yang berkesinambungan (continue improvement) untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan para pelanggan (Sallis, 2006:6). Oleh karenanya, strategi yang dipakai dan dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah, institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa, yakni industri yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan (customer).
Manajemen mutu pendidikan berlandaskan pada kepuasan pelanggan sebagai sasaran utama. Pelanggan dapat dibedakan menjadi dua, yakni pelanggan dalam (internal customer) dan pelanggan luar (eksternal customer). Dalam dunia pendidikan yang termasuk pelanggan dalam adalah, pengelola institusi pendidikan istu sendiri, seperti kepala sekolah, guru, staff dan penyelenggara institusi pendidikan. Sedangkan yang teramsuk pelanggan eksternal adalah masyarakat, pemerintah dan dunia industri. Jadi institusi pendidikan disebut bermutu apabila antara pelanggan internal dan eksternal terlah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan. 
Berangkat dari pemikiran tersebut, maka yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan manajemen mutu pendidikan adalah; Pertama, adanya perbaikan secara terus menerus (continuous improvement), konsep ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan senantiasa melakukan perbaikan, memperbaharui proses, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelanggan; Kedua, menentukan standar mutu (quality ansurance) yakni menetapkan standar mutu dari semua komponen yang berkerja dalam produksi atau transpormasi lulusan industri pendidikan. Standar mutu pendidikan dapat berupa kepemilikan kemampuan dasar pada masing-masing bidang pembelajaran, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu, pihak manager juga harus menentukan standar mutu kurikulum dan standar evaluasi yang akan dijadikan alat untuk mencapai standar kemampuan dasar. Pembelajaran yang dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi karakteristik; menggunakan pendekatan pembelajaran aktif (student active learning), pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, pembelajaran konstruktif, dan pembelajaran tuntas (matery learning). Begitu juga dalam standar evaluasi harus mencakup pada dua aspek hasil pembelajaran, yakni instructional effects, yakni hasil-hasil yang kasat mata dari proses pembelajaran. Dan nurturant effects yakni hasil-hasil proses pembelajaran yang bersifat afektif, seperti terbentuknya kebiasaan membaca, kebiasaan pemecahan maslah, dan kebiasaan-kebiasan lain yang bersifat positif.
Ketiga, perubahan kultur (change of culture), konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang lebih menghargai mutu sebagai orientasi semua komponen institusi pendidikan, dengan cara pihak pimpinan berusaha membangun kesadaran para anggotanya, mulai dari dirinya sendiri, para tenaga pendidik dan kependidikan, para pelajar, berbagai unsur terkait, seperti pimpinan yayasan, orang tua dan para pengguna lulusan pendidikan. Perubahan kultur kearah mutu ini antara lain juga dilakukan dengan menempuh cara-cara, perumusan keyakinan bersama, intervensi nilai-nilai, yang dilanjutkan dengan perumusa visi dan misi organisasi institusi pendidikan.
Keempat, perubahan organisasi (upside-down organization). Jika visi dan misi serta tujuan organisasi institusi pendidikan sudah berubah atau mengalami perubahan maka langkah selanjutnya adalah perubahan organisasi. Perubahan di sini, bukan dalam wadah itu sendri, melainkan perubahan sistem yang melambangkan hubungan-hubungan kerja satruktur organisasi, perubahan kewenangan dan tugas serta tanggungjawab. Misalnya dalam kerangka SBM perubahan struktur organisasi dapat berubah terbalik, dari yang tadinya sentralisasi (top down) menjadi desentralisasi (butem up). Jika dalam struktur konvensional berturut-turut dari atas kebawah, senior manager, middle manager, teacher dan suport staff, sedangkan dalam struktur baru berubah menjadi struktur layanan, keadaan menjadi berbalik.
Kelima, mempertahankan hubungan harmonis dengan para pelanggan (keeping close to the customer). Karena institusi pendidikan menghen-daki kepuasan pelanggan maka mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Poin kelima ini sebetulnya yang menjadi entre point dalam kerangkan manajemen mutu pendidikan, dan inilah yang dikembangkan dalam unit-unit public relations. Berbagai informasi antara organisasi pendidikan dan pelanggan harus terus-menerus di pertukarkan, agar institusi pendidikan senantiasa melakukan improvisasi yang diperlukan, terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta kebutuhan para pelanggan.
Bukan hanya itu, institusi pendidikan juga memberikan keleluasaan kepada para pelanggan untuk melakukan kunjungan, pengamatan, penilaian, dan pemberian masukan kepada institusi pendidikan. Masukan inilah yan kemudian harus ditanggapi dan direspon secara positif dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran (Sallis, 2006:12).
Menurut Creech (1996:6) sebuah organisasi (pendidikan) dapat menciptakan dan mengelola mutu jika memenuhi lima pilar manajemen mutu atau yang disebut dengan the Fife Pillars of TQM. Lima pilar tersebut mencakup: (1) produk/jasa sebagai titik pusat untuk tujuan organisasi; (2) proses; (3) organisasi; (4) pemimpin; dan (5) komitmen. Lebih lanjut ia berkata, bahwa mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu dalam proses. Mutu di dalam proses tak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat, dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain, dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya yang lain juga lemah. 
Apa yang dimaksud dengan mutu itu? Mengapa mutu penting? Menurut Peffer and Coote sebagaimana dilansir oleh Komariah dan Triana, (2006:9) mutu itu merupakan suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (products) dan/atau jasa (service) tetentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan/atau kinerjanya. Sementara itu, Joseph Juran (1992:11) menyebutkan mutu adalah kesesuaian dengan penggunaan (quality is fitness for use). Kecocokan penggunaan produk atau jasa artinya, produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemakainya. Dengan demikian, mutu menunjukkan keseluruhan karakteristik suatu produk atau jasa yang memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Maka mutu pendidikan merupakan keseluruhan karakteristik pelayanan dan lulusan lembaga pendidikan yang sesuai dengan standar tertentu, yang pada perkataan selanjutnya seseorang menyebutnya dengan istilah standar mutu, yakni mutu yang telah distandarisasikan oleh lembaga pendidikan tersebut dengan melibatkan seluruh steakholder.
Mutu lembaga pendidikan (termasuk madrasah) tidak saja ditentukan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bertitik tolak pada kecenderungan ini, penilaian masyarakat tentang mutu lulusan lembaga pendidikan pun terus menerus berkembang. Inilah yang menyebabkan lembaga pendidikan harus terus-menerus meningkatkan mutu lulusannya melalui penyesuaian diri dengan perkembangan tuntutan masyarakat, menuju pada mutu pendidikan yang dilandasi tolak ukur norma ideal. 
Beradasarkan uraian di atas, maka mutu lembaga pendidikan dapat diidentifisikan dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik, serta lulusanya relevan dengan tujuan yang diinginkan bersama. Melalui siswa yang berprestasi inilah maka kemudian dapat ditelusuri manajemen sekolahnya, profil gurunya, sumber belajar, dan lingkungannya. Mutu lembaga pendidikan dapat juga dapat digambarankan sebagai karakteristik menyeluruh tentang jasa pelayanan lembaga pendidikan baik secara internal maupun eksternal, yang menunjukan kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggannya. 
Apa yang dimaksud dengan mutu lembaga pendidikan? menurut Depdiknas (2002:7-8) mutu tersebut dapat mencakup input, proses, dan output lembaga pendidikan tersebut. Input merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk berlangsun-gnya proses. Bahan-bahan tersebut berupa sumberdaya dan perangkat lunak (software) serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya mencakup (a) man (manusia) yang mencakup siswa, guru, tenaga kependidikan dan stakeholder; (b) money (uang) sebagai biaya penyelenngaraan; (c) material yang mencakup seluruh sarana atau fasilitas sekolah; (d) method (metode belajar), dan (e) machine (mesin) yang merupakan media-media yang menggunakan teknologi. Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas (job description), rencana, program, dan sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.
Sedangkan yang dimaksud proses adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses pembelajaran, serta proses monitoring dan evaluasi (monev). Dari sekian proses yang ada ini, bahwa proses pembelajaran harus memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi jika pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input lembaga pendidikan (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan (enjoy full learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar bagi peserta didik, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik, yakni bahwa peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan yang diajarkan, tetapi pengetahuan tersebut juga menjadi muatan nurani, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik mampu belajar secara terus-menerus (mampu mengembangkan dirinya). 
Berkaitan dengan mutu out-put ini Sagala (2007:170), menjelaskan bahwa lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu jika prestasi (peserta didik) nya menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam (1) prestasi akademik yaitu nilai rapor dan nilai kelulusan memenuhu standar yang ditentukan; (2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya; dan (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan dasar ilmu  yang diterimanya di sekolah.
Dalam kesempatan yang lain, Jalal (2010) menyebutkan bahwa sekolah dikatakan bermutu apabila terdapat hal-hal berikut: (1) kepemimpinan yang profesional (professional leadership); (2) visi dan tujuan bersama (shared vision and goals); (3) lingkungan belajar (a learning environment), (4) konsentrasi pada belajar-mengajar (concentration on learning and teaching); (5) harapan yang tinggi (high expectation); (6) penguatan/pengayaan/ pemantapan yang positif (positive reinforcement); (7) pemantauan kemajuan (monitoring progress); (8) hak dan tanggung jawab peserta didik (pupil rights and responsibility); (9) pengajaran yang penuh makna (purposeful teaching); (10) organisasi belajar (a learning organization); dan (11) kemitraan keluarga-sekolah (home-school partnership).
Lebih lanjut, Jalal menjelaskan bahwa sekolah yang unggul adalah sekolah yang mampu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) memberikan layanan optimal kepada seluruh anak dengan berbagai perbedaan bakat, minat kebutuhan belajar; (2) meningkatkan secara signifikan kapabilitas yang dimiliki anak didik menjadi aktualisasi diri yang memberikan kebanggaan; (3) membangun karakter kepribadian yang kuat, kokoh dan mantap dalam diri siswa; (4) memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal dan efektif; (5) mengembangkan networking yang luas kepada stakeholder; (6) mewujudkan sekolah sebagai organisasi belajar; dan (7) renponsif terhadap perubahan. 

3. Standar Mutu Pendidikan 

Nurochim (tt.:2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar adalah “ukuran baku tertentu yang diinginkan pelanggan.” Hal lebih rinci dikemukakan oleh Sallis (1993:25) yang dimaksud dengan standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 
Pertama, standar produk atau jasa, yang ditujukan dengan: (a) sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau conformance to specification; (b) sesuai dengan penggunaan atau tujuan, atau fitness for purpose or use; (c) produk tanpa cacat atau zero defect; (d) selalu baik sejak awal atau right first time, every time. Kedua, standar untuk pelanggan yang ditujukan dengan: (a) kepuasan pelanggan (customer satisfaction); (b) memenuhi harapan pelanggan (exceeding customer expectation); (c) menyenangkan pelanggan (delighting the customer).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa standar mutu lembaga pendidikan berarti kumpulan karakteristik peserta didik, layanan dan lulusan lembaga pendidikan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal. Standar mutu menurut Depdiknas (2001:2) dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. 
Rumusan standar mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu pada rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, sarana prasarana, fasilitas belajar dan tenaga kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
Sebagai salah satu bukti adanya hasil kesepakatan mengenai standar mutu pendidikan, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan dalam Peratuan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan diubah kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Satndar Nasional Pendidikan (NSP), yang mencakup delapan standar; yaitu (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Dari delapan standar tersebut, kemudian di rinci dan dijelaskan dalam Permendiknas tentang standarisasi S/M dan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Bagi lembaga pendidikan Islam, selain standar mutu yang ditetapkan di atas, dalam penyusunan standar mutu harus mengacu pada kebutuhan para siswanya sebagai seorang muslim, yang memiliki dua dimensi kehidupan, yakni kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana dinyatatakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah. 
“Dari Umar ra., beliau berkata: Pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah Saw., tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Nabi saw., lalu mendempetkan kedua lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kemudian berkata: ”Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam.” Rasulullah Saw., menjawab: “Islam itu ialah “hendaklah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan mengerjakan haji ke baitullah jika engkau mampu mengerjakannya.” Kemudian orang itu berkata, ”Engkau benar.” Orang itu bertanya lagi: “Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman”. Rasulullah saw., menjawab: “Hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.” Orang tadi berkata, ”Engkau benar.” Lalu orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan.” Rasulullah saw., menjawab: “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Akan tetapi jika engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Allah melihat engkau.” Orang itu berkata lagi: “Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat.” Nabi Muhammad saw., mejawab: “Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.” Orang itu selanjutnya berkata: ”Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya.” Nabi Saw., menjawab, “Apabila budak melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang Badui yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi penggembala domba berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan.” Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya. Lalu Nabi Saw., bersabda: “Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu?”. Aku menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Lalu Beliau bersabda: ”Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.” (HR. Muslim).
Berdasarkan pada hadits di atas, jelas sekali bahwa standar mutu lembaga pendidikan Islam harus mengacu pada pembentukan mukmin, muslim dan muhsin sekaligus. Mukmin adalah orang meyakini terhadap rukun Iman. Muslim yaitu orang yang melaksanakan rukun Islam. Sedangkan muhsin merupakan orang yang selalu beribadah disertai keyakinan bahwa dirinya dilihat Allah.  
Manusia yang mukmin, muslim dan muhsin inilah yang menjadi cita-cita mutu lembaga pendidikan Islam. Munkin inilah makna yang dimaksud dengan manusia yang baik dalam pandangan A.Tafsir (2006:76) yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah “membentuk manusia terbaik” yakni berbadan sehat dan kuat; cerdas dan pandai serta memiliki keimanan yang kuat, sehingga memiliki kemampuan pengendalian diri yang tinggi. Maka dengan demikian kehidupan yang tenang dan produktif dapat tercapai.
Arifin (2009: 38) menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan bertanggungjawab untuk menyukseskan tiga macam kebutuhan hidup seorang muslim yaitu: (1) Pembebasan manusia dari ancaman api neraka, sesuai dengan perintah Allah Swt., “Hai orang-orang yang berimn, jagalah dirimu dan keluargamu dari api  neraka.” (Q.S. Al-Tahrim [66] 6); (2) Pembinaan manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup, bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam doa-doanya “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:201); (3) Membentuk pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan yang satu sama lain saling mengembangkan kehidupannya untuk menghamba-kan dirinya kepada Sang Khalik.

4. Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, hal ini sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22), yang menyatakan bahwa akreditasi satuan pendidikan adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Satuan pendidikan formal yang sebagaimana dimaksud adalah meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.
Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada SNP, yakni kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas satuan pendidikan baik satuan pendidikan forman maupun non formal. 
SNP satuan pendidikan meliputi delapan standar (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.
a. Standar isi berisi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
b. Standar proses berisi standar pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 
c. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar tenaga kependidikan terkait dengan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 
d. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 
e. Standar pengelolaan mencakup standar yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 
f. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 
g. Standar penilaian terkait dengan standar yang mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik.

Kegiatan akreditasi satuan pendidikan diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.
Dalam Buku Pedoman Akreditasi 2020 yang dikeluarkan oleh BAN SM Pusat, bahwa tujuan akreditasi satuan pendidikan adalah untuk: 1) memberikan informasi tentang kelayakan satuan pendidikan atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP; 2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan; 3) memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP; dan 4) memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik. 
Akreditasi satuan pendidikan secara umum memiliki beberapa manfaat, di antaranta sebagai: 1) acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan satuan pendidikan; 2) umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja civitas akademika pada satuan pendidikan dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program satuan pendidikan; 3) motivasi agar satuan pendidikan terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat Kabupaten/Kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; 4) bahan informasi bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta 5) acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan satuan pendidikan sebagai penyelenggara ujian nasional. 
Sedangkan manfaat akreditasi secara khsuus sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Akreditasi 2020 secara terperinci dijelasakan sebabagai berikut:
a. Bagi kepala satuan pendidikan, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan satuan pendidikan, kinerja warga sekolah, termasuk kinerja kepala sekolah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah. 

b. Bagi tenaga pendidik, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu satuan pendidikan. Secara moral, guru senang bekerja di satuan pendidikan yang diakui sebagai satuan pendidikan bermutu.
c. Bagi masyarakat dan khususnya orangtua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap satuan pendidikan, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
d. Bagi peserta didik, hasil akreditasi mampu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang bermutu.
e. Bagi pemerintah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional.

5. Landasan Hukum Akreditasi Satuan Pendidikan 

Landasan akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60, tentang akreditasi yang menjelaskan menjelaskan bahwa, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan SNP perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui SNP. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan satuan pendidikan sehingga dapat menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standardisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas dari pengelola pendidikan untuk mencapai standar yang ditetapkan. 
Proses akreditasi dilakukan secara terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu
upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M). Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF.  Pada pasal 1 ayat (2) Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selanjutnya, pada pasal 8 dinyatakan bahwa tugas BAN-S/M adalah: 
a. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; 

b. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri; 

c. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi; 

d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi; 

e. Merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian; 

f. Mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi; 

g. Membina dan mengevaluasi BAN Provinsi; 

h. Memberikan rekomendasi atas hasil akreditasi; 

i. Menerbitkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan; 

j. Melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri; 

k. Melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan 

l. Melaksanakan ketatausahaan BAN. 

Dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan BAN-S/M dibantu oleh BANS/M Provinsi, sebagaimana tercantum pada pasal 11 butir (a) dalam melaksanakan tugasnya, BAN-S/M Provinsi dapat dibantu oleh koordinator pelaksana akreditasi (KPA) sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (6). 

6. IASP 2020; Sebuah Paradigma Baru

Sistem akreditasi satuan pendidikan yang diberlakukan hingga Tahun 2019 belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Penilaian kelayakan satuan pendidikan didasarkan pada aspek pemenuhan SNP dan cenderung bersifat administratif, sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi masih belum memuaskan. 
Untuk merespon hal tersebut, sejak tahun 2018, BAN-S/M pusat mulai merancang perubahan sistem akreditasi, melalukan perubahan paradigma baru, yakni dari paradigma berbasis compliance menjadi paradigma berbasis performa. Dengan paradigma baru tersebut telah diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis compliance maupun instrument akreditasi yang berbasis performance. Instrumen baru ini diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020 disingkat IASP 2020. 
Landasan pengembangan IASP 2020 ini didasarkan pada beberapa landasan, baik landasan filosofis, sosiologis, maupun landasan kebijakan publik. Dalam landasan filosofis pengembangan IASP 2020 dijelaskan bahwa hakikat pendidikan sejatinya bertujuan untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai hamba dan pemimpin di muka bumi (khalifatullah fi al-ardh), sehingga pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam pendidikan, manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan handal, serta memiliki budaya kerja keras, grit, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
Sedangkan landasan sosiologi pengembangan IASP 2020 meliputi tiga aspek kajian yang relevan: (1) pendidikan sebagai instrument mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat, (2) fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial, dan (3) satuan pendidikan sebagai sistem sosial yang merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Implikasi penting dari landasan sosiologis ini adalah bahwa satuan pendidikan harus dapat mengemban cita-cita, misi, tujuan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berakar dan berkembang sebagai nilai-nilai utama dalam masyarakat. Oleh karena itu, satuan pendidikan yang baik adalah satuan pendidikan yang mengemban dan mentransformasikan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam visi, misi, tujuan dan strateginya. Satuan pendidikan yang baik juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. 
Adapun landasan kebijakan publik terkait pengembangan IASP 2020 didasarkan pada beberapa regulasi yang relevan, yakni Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 60 Ayat 3 yang menyatakan bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 86 Ayat 3 yang menyatakan bahwa akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP; dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang tugas BAN SM yakni meliputi: (a) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; (b) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri.
IASP 2020 sebagai perangkat kebijakan publik, perangkat akreditasi telah didesain dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) instrumen akreditasi tetap harus memiliki karakteristik sebagai instrumen diagnostik para tingkatan sistem satuan pendidikan untuk menggali indikator-indikator dan atribut-atribut yang memberi informasi yang jelas tentang potensi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas; (2) lingkup informasi yang harus digali harus reasonable; (3) instrument akreditasi harus meaningful dan discriminatory agar bisa membedakan
mana satuan pendidikan yang melakukan hal-hal meaningful bagi proses pembelajaran dan mana yang belum; (4) instrumen memiliki tingkat kesederhanaan maksimal berisi indikator-indikator yang dapat mengungkap informasi/attribute dengan leverage paling besar terhadap kualitas pembelajaran; (5) penyederhanaan metodologi pelaksanaan akreditasi sehingga proses akreditasi dapat dilakukan secara lebih praktis, dengan waktu yang cukup pendek; dan (6) mekanisme pelaksanaan reakreditasi harus lebih praktis sehingga tidak membuang-buang sumber daya secara sia-sia. 

7. Komponen-Komponen IASP 2020 

Dalam instrument IASP 2020 terdapat empat komponen pokok yang menjadi bahan acuan sekolah dalam meningkatkan manajemen mutu pendidikan, keempat komponen tersebut, sebagaimana telah disinggug di atas, terdiri atas komponen mutu lulusan, proses pembelajara, mutu guru dan manajemen satuan pendidikan (sekolah/madarsah). 
Komponen mutu lulusan terdiri atas tiga subkomponen yang terdiri atas pengembangan karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder), dan terdiri asta 11 (sebelas) penyataan yang terkait dengan: 

a. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi;
b. Siswa menunjukkan prilaku religious dalam aktivitas di S/M;
c. Siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggug jawab dalam aktiviats di S/M;
d. Siswa terbebas dari perundungan (bully) di S/M;
e. Siswa menunjukkan keterampilan berkomu-nikasi, sesuai dengan karakteristik abad 21;
f. Siswa menunjukkan keterampilan berkola-borasi, sesuai dengan karakteriktik abad 21;
g. Siswa menunjukkan keterampilan berpikir krits dan pemecahan masalah sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21;
h. Siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan berinovasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21;
i. Siswa menunjukkan kemampuan mengekspre-sikan diri, dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat;
j. Siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar;
k. Pemangku kepentingan merasa puas terhadap mutu lulusan.

Komponen kedua, terkait dengan proses pembelajaran terdiri atas tiga subkomponen terdiri atas, kualitas pembelajaran di kelas, iklim belajar pada satuan pendidikan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta terdiri atas tujuh penyataan, sebagai berikut:

a. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satauan pendidikan;

b. Penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis;

c. Program remidial dan/atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan;

d. Siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan;

e. Guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis;

f. Guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan kemanan, kenyamanan dan kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar;

g. Sarana dan prasarana yang tersedia di S/M dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran;

Komponen ketiga, komponen mutu guru yang terdiri atas 3 (tiga) sub komponen yang mencakup kompetensi guru, pengembangan profesi guru, serta inovasi dan kreativitas guru, dan terdiri atas 4 (empat) pernyataan sebagai berikut:

a. Guru Menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif, dengan mengoptimalkan lingkungan dan pemanfaata IT atau cara lain sesuai dengan konteksnya;

b. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja seara berkala;

c. Guru mengembangkan profesi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan;

d. Guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Komponen keempat, manajemen mutu satuan pendidikan (S/M) yang terdiri atas 11 (sebelas) subkomponen yang mencakup pencapaian visi dan misi, kompetensi kepala, kepemimpinan kepala, budaya sekolah, keterlibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan kesiswaan dan penjaminan mutu internal, serta terdiri atas 13 (tiga belas) pernyataan sebagai berikut:

a. S/M mengembangkan dan mensosialisasi-kan, mengimplementasikan dan mengevaluasi visi, misi dan tujuan satuan pendidikan;
b. Kepala S/M menunjukkan kompetensi supervise akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
c. Kepala S/M secara konsisten, partisifatif, kolaboratif, transpormatif dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan dan siswa, untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan atau program sekolah/madarsah untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan;
d. S/M membangun komunikasi dan interaksi anatra warga S/M (siswa, guru, kepala, tenaga kependidikan) orang tua dan masyarakat, untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah/madarasah;
e. S/M melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih dan nyaman, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
f. S/M melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan;
g. S/M mengembangkan, mengimplementasi-kan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif dan efektif;
h. S/M menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi dan penghargaan/sanksi;
i. S/M melakukan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas;
j. S/M mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan perencanaan;
k. S/M menyelenggarakan kegiatan pembinaan kesiswaa untuk mengembangkan minat dan bakat siswa;
l. S/M memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan karir untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi;
m. S/M melaksanakan penjaminan mutu internal setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan, yang meliputi pelaksanaan dan kegiatan evaluasi diri, penyusunan rencana kerja anggaran yang merujuk pada rapor mutu.

METODOLOGI PENGABDIAN
Bentuk pengabdian ini berupa pendampingan terhadap lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan YPI Al-Qona’ah, yang terdiri atas MI, MTs, MA dan SMK. Adapun pendekatan pendampingan yang digunakaan adalah pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang mengutamakan asset dan potensi yang dimiliki oleh lembaga tempat melakukan pengabdian. Tenaga pendidik dan kependidikan, serta peserta didik dan sarana prasarana merupakan asset berharga bagi satuan pendidikan. Keempat komponen ini merupakan unsur utama dalam proses pendidikan, yang harus di-manage dan dibenahi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih professional dan memadai.

Dalam pendekatan ABCD ini paling tidak terdapat lima langkah kunci dalam melakukan proses pendampingan, yakni discovery (menemukan), dream (impian), design (merancang), define (menentukan), dan destiny (lakukan). Pada proses discovery ini pendamping melakukan wawancara kepada unsur pimpinan yayasan pendidikan Al-Qonaah, kepada unsur kepala madrasah (MTs dan MA) untuk mengetahui asset yang dimiliki. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk tidak formal, tetapi menemukan informasi penting dalam kaitan pengelolaan lembaga pendidikan yang pada prinsipnya adanya keinginan untuk dikelolah dengan manajemen modern, menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan.

 Dream maksudnya ialah bahwa dengan cara kreatif dan kolektif melihat masa depan lembaga pendidikan di masa yang akan datang yang mungkin dapat terwujud, apa yang sangat dihargai dikaitkan dengan apa yang paling diinginkan. Pimpinan yayasan mengeksplorasi keinginan untuk memajukan lembaga pendidikan formal yang ada dibawah naungan YPI Al-Qona’ah. Sebuah mimpi atau visi bersama terhadap masa depan lembaga pendidikan. Setelah melakukan wawancara pendamping mulai mengetahui tentang keinginan pimpinan yayasan dan kepala madrasah yakni tentang terbangunya sistem mutu pada lembaga pendidikan yang dibawah naungan YPI Al-Qonaah.
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Qona’ah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Secara geografis, lokasi kegiatan ini menempuh jarak waktu sekitar 2,5 jam dari Kota Bandung dengan menggunakan kendarasan R-4. Dengan suasana yang sejuk dan dingin, menjadikan YPI Al-Qona’ah ini sangat cocok untuk dijadikan tempat lembaga pendidikan.

Kecamatan Cikajang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Garut. Secara administratif, kecamatan Cikajang memiliki batas-batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisurupan dan Cigedug, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cihurip dan Cisompet, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cigedug dan Banjarwangi, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisurupan dan Pemulihan. Wilayah Kecamatan Cikajang memiliki luas 12 495 000 Ha yang dimanfaatkan untuk permukiman penduduk seluas 343 000 Ha (2.75 %) dan lahan pertanian seluas 12 152 000 Ha (97.25 %) yang terdiri dari lahan darat seluas 7 005 000 Ha (56.06 %), lahan sawah 218 000 (1.74 %) dan sisanya hutan seluas 4 929 000 (39.45 %).

Kecamatan Cikajang terdiri atas 12 desa yang berada pada ketinggian 1 200- 1 300 meter di atas permukaan laut (MDPL) dengan suhu rata-rata 19-200C. Letak topografi desa di Kecamatan Cikajang secara umum berada di wilayah dataran (10 desa), sedangkan dua desa lainnya berada di wilayah lereng/perbukitan. Umumnya jenis tanah di wilayah Kecamatan Cikajang bertekstur lempung berpasir (23.54 persen) dan sisanya (73.54 persen) memiliki jenis tanah liat. Tanah di wilayah Kecamatan Cikajang ini memiliki pH rata-rata antara 5.5-5.6. Curah hujan yang dimiliki Kecamatan Cikajang cukup tinggi yaitu rata-rata 361 mm/bln, ini menandakan bahwa Kecamatan Cikajang tergolong tipe iklim C menurut data curah hujan yang diperoleh dari UPTD SDAP (Sumber Daya Air dan Pertambangan) Kecamatan Cikajang. Letak geografis pegunungan yang sangat strategis, karakteristik dan data iklim tersebut menggam-barkan bahwa wilayah pertanian Kecamatan Cikajang berpotensi untuk dikembangkan (Sumber: https://123dok.com/article/, diunduh 12 November 2021).

Berdasarkan data kemendikbud yang dirilis https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=021112&level=3 (diunduh 12 November 2021) di Kecmatan Cikajang terdapat 80 lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan Islam maupun lembaga pendidikan umum, yang terdiri atas lembaga pendidikan dasar dan menengah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan SMK.

Adapun Lembaga yang menjadi sasaran program pengabdian adalah YPI Al-Qona’ah, Cikajang Kabupaten Garut. YPI Al-Qona’ah membawahi beberapa Lembaga Pendidikan formal dan non formal. Lembaga pendidikan formal terdiri atas MI, MTs, MA dan SMK. Adapuan Lembaga Pendidikan nonformal, yakni pesantren Al-Qona’ah dan Taman Pendidikan Kanak-kanak (TPA). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di YPI Al-Qona’ah Cikajang Kabupaten Garut dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Tahap perencanaan dilakukan dengan cara melakukan koordinasi ke lembaga yang akan dijadikan tempat pengabdian, dan meminta izin pelaksanaan pengabdian di lembaga YPI Al-Qona’ah Cikajang Garut, kepada kepala Madrasah (MTs dan MA) dan kepada ketua Yayasan.

Kegiatan perencanaan juga dilakukan dengan melakukan persiapan pelaksanaan pengabdian, melakukan komunikasi secara inten (terus menerus) melalui media sosial WhatsApp kepada pimpinan lembaga, terkait dengan kesiapan lokasi pengabdian mulai dari penentuan peserta, penentuan waktu, dan tempat kegiatan;

Melakukan koordinasi persiapan penyediaan berbagai akomodasi yang diperlukan selama melaksanakan pengabdian, terutama untuk konsumsi (makan dan snak) terutama untuk peserta kegiatan pengabdian; dan berdasarkan kesepakatan bahwa pelaksanaan kegiatan disepakati tanggal 5-6 September 2021. 

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di YPI Al-Qona’ah Cikajang Kabupaten Garut dilaksanakan pada tanggal 5-6 September 2021. Kegiatan dihadiri oleh narasumber, para pengabdi, perwakilan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai tim teknis yang membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta dihadiri oleh unsur stakeholder YPI Al-Qona’ah, para pengurus yayasan, para kepala sekolah/madarsah, dan juga para tenaga pendidikan dan kependidikan baik yang bertugas di MI, MTs, MA maupun SMK. Pelaksanaan kegiatan mengikuti schedule of time yang telah ditetapkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan lancar dan disambut dengan penuh antusias oleh para peserta, dan mereka menginginkan kegiatan terus berlanjut.  
Tahap berikutnya adalah melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik laporan akademik, maupun laporan keuangan. Laporan akademik mengikuti template yang ditentukan oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sementara laporan keuangan mengikuti ketentuan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. 
Untuk kelancaran kegiatan dilakukan beberapa kegiatan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian berbasis Lembaga keagamaan dengan tema “Penguatan Manajemen Mutu S/M berbasis IASP 2020” ini senantiasa melibatkan para pihak terkait, mulai dari melakukan koordinasi dan perencanaan kegiatan dengan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terutama dalam mengurus hal-hal teknis administratif, surat izin dan lain sebagainya. 
Selain itu, di lapangan juga melakukan koordinasi dengan pihak YPI Al-Qonaah, baik dalam tahap perencanaan, dengan melakukan studi pendahuluan yang bertujuan melakukan penjajagan ke pihak Yayasan dan sekolah/madrasah yang akan dijadikan sasaran dalam pelaksanaan pengabdian. Setelah dinyatakan diterima dan bersedia menjadi sekolah/madrasah saran maka kami melakukan berbagai persiapan teknis dan substantive baik yang berkaitan dengan admimistrasi, maupun terkait dengan materi kegiatan pengabdian yang terkaiat dengan peningkatan mutu Pendidikan, sekolah madrasah sasaran yang terfokus pada implementasi IASP 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mutu merupakan hal yang terus ditingkatkan dan diperjuangkan. Peningkatan manajemen mutu satuan merupakan hal yang sangat urgent dilakukan secara terus menerus, hal ini guna menciptakan kualitas/mutu pendidikan yang sesuai dengan setandar. 
Peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan.
Satuan pendidikan dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) tentunya sangat bisa melakukan rancangan peningkatan mutu pendidikan dengan memperhatikan empat tahapan. Keempat tahapan tersebut mencakup evaluasi capaian pendidikan satuan pendidikan, perencanaan evaluasi pendidikan satuan pendidikan, perbaikan mutu pendidikan satuan pendidikan, dan juga monitoring mutu pendidikan satuan pendidikan.
Dalam tahapan evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan berbasis data dari berbagai informasi yang ada sebagai bahan pertimbangan perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Ada berbagai data yang dapat diambil sebagai acuan evaluasi seperti profil pendidikan dan rapor. Keduanya akan muncul usai asesmen nasional rampung dilaksanakan.
Setelah mengevaluasi capaian pendidikan, satuan pendidikan bisa mulai melakukan perencanaan evaluasi dengan cara-cara tertentu. Misalnya dengan melalui RKS dan RKAS. Satuan pendidikan dapat membuat berbagai perencanaan kegiatan yang meningkatkan performa pada hasil evaluasi yang kurang. 
Berikutnya adalah melakukan perbaikan (improvement). Dalam tahapan ini, satuan pendidikan melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan yang telah dirancang pada tahapan perencanaan. Setelah program terlaksana, satuan pendidikan perlu mengukur ketercapaian hasil. Selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah program dijalankan.
Setelah melakukan perbaikan, untuk mengetahuai ketercapaian apa yang akan di improve maka perlu dilakukan monitoring. Monitoring ditujukan untuk menjaga kegiatan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi kegiatan ke depannya agar dihasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Agar pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik, diperlukan sebuah kolaborasi dan kerja sama yang baik seluruh stakeholder satuan pendidikan, seperti kepala, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua. Selain itu, pembentukan tim penjaminan mutu internal pun harus dilaksanakan. 
Peningkatan mutu pendidikan perlu dikelola dengan baik, agar mutu yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Manajemen mutu sebagai seni dan ilmu mengelola jasa (pendidikan) yang berorientasi pada upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan (customer) melalui jaminan mutu agar tidak terjadi keluhan-keluhan (Komariah, 2005).
Salah satu upaya untuk merawat manajemen mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan ialah dengan cara mengimplementasikan dua sistem penjaminan mutu, yakni penjaminan mutu internal yang disebut dengan SPMI dan penjaminan mutu eksternal yang disebut dengan SPME. 
SPMI satuan pendidikan dikelola pada tingkat satuan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bahwa yang dimakud sengan SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP.
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. SPMI bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. SPMI berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.
Sementara itu SPME Dikdasmen merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SPME-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a) memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan SNP; b) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; c) memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; d) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; e) mengevaluasi dan menetapkan SNP dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan f) melakukan akreditasi satuan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tahun ini mengambil tema tentang “Peningkatan Manajemen Mutu Madrasah Berbasis Implementasi IASP 2020” dengan mengambil lokus di MI, MTs, MA dan SMK yang berada di bawah naungan YPI Al-Qona’ah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Peningkatan mutu tersebut mengacu pada SPME yang dikembangkan oleh BAN-S/M yang dikenal dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di YPI Al-Qonaah Cikajang Garut ini sengaja difokuskan pada penningkatan manajamen mutu satuan pendidikan, karena berdsarkan hasil observasi dan melakukan wawancara pendahuluan, hal tesebut yang hal yang sangat dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Karena satuan pendidikan yang ada di bawah naungan YPI Al-Qonaah akan melakukan reakreditasi, sementara sistem akreditasi sudah berubah dari sistem lama ke sismtem baru, dimana sistem lama hanya berbasis pada pemenuhan data, sementara sistem baru berbasis pada pelaksanaan kegiatan. Oleh karena diperlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif untuk melaksanakannya.
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di YPI Al-Qona’ah dilaksanakan selama dua hari, dengan menyampaikan materi-materi yang terkait dengan manajemen mutu pendidikan dan dilanjutkan dengan bedah instrument IASP 2020. Pada pemaparan materi yang pertama masih bersifat umum, mengantarkan apa dan bagaimana manajemen mutu pendidikan, dan kenapa manajemen mutu pendidikan itu penting. 
Penyampaian tentang teori manajemen mutu secara umum, yang menjadi dasar / alasan kenapa S/M perlu menerapkan manajemen mutu dalam pengelolalanya. Hal tersebut dipaparkan oleh pemateri pertama sebagai pengantar dan melakukan brandstrorming tentang pemahaman para guru tentang manajemen mutu sekolah dan madrasah.
Sementara pada materi yang kedua, berbicara tentang manajemen mutu pendidikan yang berbasis pada instrument akreditasi satuan pendidikan 2020, yang mencakup empat komponen, yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah. Dipaparkan pula tenntang komponen-komponen dalam IASP 2020, yang mencakup empat komponen yakni mutu lulusan, proses pembelajran, mutu guru dan manajemen sekolah/madrasah. Dari empat komponen tersebut terdapat 35 pernyataan yang harus dilengkapi dokumennya oleh sekolah (untuk MTs/SMP/MA dan SMA) sementara untuk tingkat MI/SD terdapat satu butir kekhususan, dan utk SLB 5 butir kehususan sementara untuk SMK/MAK ditambah dengan 9 butir kehususnan yang terkait dengan karakteristik dari maisng-masing jenjang satuan pendidikan terebut.
Keseluruhan isntrumen tersebut di ‘bedah’ bersama-sama dengan para guru, untuk mengetahui apa dan bagaimana memahami instrument tersebut dengan baik, sehingga guru mampu mengimplementasikan instrument tersebut dalam kegiatan manajemen S/M dimana mereka bertugas melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan tata kelola pendidikan. 
Para guru dan tenaga kependidikan YPI Al-Qonaah Cikajang Garut mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digelar dengan penuh antusias dan sangat aktif mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mereka sangat terbantu dengan informasi yang disampaikan pemateri, baik yang terkait dengan manajemen mutu secara umum, maupun manajemen mutu yang berbasis pada IASP 2020. Beberapa capaian yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, 1) guru merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini, baik secara informasi/pengetahuan tentang manajemen mutu sekolah maupun tentang  

PENUTUP 

Simpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa pemahaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MI/MTs/MA Al-Qanaah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut tentang paradigma baru sistem akreditasi S/M dalam instrument IASP 2020 kepada satuan pendidikan, menunjukkan pemahaman yang baik, setelah mereka mengikuti workshop peningkatan manajemen mutu pendidikan berbasis implementasi IASP 2020.

Cara pengabdian dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif kepada tenaga pendidik dan kependidikan MI/MTs/MA Al-Qana’ah Cikajang Garut tentang penguatan manajemen mutu satuan pendidikan melalui implementasi IASP 2020 dalam satuan pendidikan ialah dengan melalui kegiatan work shop yang dilaksanakan selama dua hari.

Para guru dan tenaga kependidikan MI, MTs, MA dan SMK Al-Qonaah setelah setelah selesai mengikuti kegiatan workshop mereka melakukan rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL). RKTL dengan cara menyusun rencana kerja yang akan diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing yang disusun secara sistematis dan dipresentasikan oleh masing-masing. 

Saran 

Beradsarkan hasil pembahsan dapat disampaikan beberapa saran. Partama, kegiatan pengabdian hendaknya dilakukan secara kontinyu, karena dengan lahirnya sistem baru IASP 2020 masih banyak satuan pendidikan yang belum memahami instrument tersebut, sehinga dalam mengisi DIA, DU dalam sistem yang disedikan cenderung masih banyak yang salah dalam mengupload, dan data-data yang disediakan oleh satuan pendidikan masih sangat minim dan belum bebasis pelaksanaan kegiatan (performance based), dan akhirnya belum maksimal terhadap peningkatan mutu satuan pendidikan. Kedua, LP2M UIN SGD Bandung agar melakukan tindak lanjut secara resmi dalam bentuk kerjasama dengan YPI Al-Qona’ah, kedepan dapat dijadikan sebagai bagian dari sekolah binaan.
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